LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NO. 4 2007 SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT PADA PD JASA DAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa PD Jasa dan Kepariwisataan merupakan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) vyang
didirikan dalam rangka mengembangkan
potensi jasa dan kepariwisataan serta
mendorong pertumbuhan perekonomian
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Mengingat

o 1.

kerakyatan dan peningkatan penerimaan
pendapatan asli daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Daerah Tahun 2007, penyertaan modal
Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila
jumlah anggaran yang akan disertakan dalam
tahun anggaran yang berkenaan telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan dan
mengembangkan usaha PD Jasa dan
Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan
huruf a, perlu dilakukan penyertaan modal
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PD Jasa
dan Kepariwisataan yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2387);
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
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10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2007,

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8
Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3
Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor
13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 15);
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13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006
Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN

MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PADA PD JASA DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
JAWA BARAT.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan
Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
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